WALIKOTA KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKQTA KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA SELATAN
NDMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKA$I SEMENTARA KIOS USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
PADA AREA DI BAWAH FLY DVER JALAN KH. ABDULLAH SYAFE' STASIUN TEBET
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN STASIUN TEBET

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKQTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

DENGAN

Menimbang : a. wa Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan telah
enerbitkan Keputusan Walikota Nomor Tahun 2021
ntang Penetapan Lokasi Sementara Usaha
ikro/Ppdagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi

Jrlarta Selatan Tahun 2021,

bahwa pelain lokasi tersebut, perlu ditetapkan Lokasi

Sementara Kios Mikro/ Pedagang Kaki Lima di sisi jalan

ufama, gesuai dengan

1} surat| Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kopetasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI

Jakarta Nomor 4808/1.828 Tanggal 10 September 2020

tentang penetapan lokasi pada titik lokasi rencana

pendirian kios di sisi jalan utama;

2/ surat| Camat Tebet Nomor 75/-1.824.242 Tanggal

43 Fgbruari 2021 hal Data Usulan Lokasi Sementara

(Loksgm) Pedagang Kaki Lima Wilayah Kota Administrasi

Jakarta Selatan Tahun 2021 telah memberikan usulan

Lokas] Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di

wilayah tersebut;

3. Rekompendasi Teknis (Rekomtek} Dinas Bina Margs

Provinisi DKI Jakarta Nomor 3079/1.828 Tanggal

10 September 2020 tentang Rekomendasi Pengoperasian

Kios UMKM di Sisi Jalan Utama, Rekomendasi Teknis

(Rekomtek) Dinas Sumber Daya Air Pravinsi DKI Jakarta

Nomor 4203/1,793.3 Tanggal O September 2020 tentang

Permohonan Rekomendasi Teknis,

Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Pertamanan dan

Hutan| Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 2293/077.9

18 September 2020 tentang Rekomendasi

| Pengoperasian Kios UMKM di Sist Jalan Utams,

c. bahwa b¢rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan
Lokasi S¢mentara Kios *Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima
Pafia Arep di Bawah Fly Over Jalan KH, Abdullah Syafel
Stasiun Tebet Dalam Rangka Penataan Kawasan Stasiun

Tebet Kpth Administrasi Jakarta Selatan.
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Undagg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
: pLi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repulflik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 385 1)
imana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 30
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidang Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun| 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
ik Indonesia Nomor 4250);

-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor|132) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor| 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negaral Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor| 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
' ia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan
-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
2435, Tambahan Lembaran Negara Republik
ia Nomor 6573);

-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
imtahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar #744);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, [Kecil dan Menengah {Lembaran Negara Republik
ndonegia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-undang Nomor 28 Tshun 2009 tentang Pajak
Jaerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
ndonegia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Vegara | Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
liubah |dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
entang| Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
'ahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
tepublik Indonesia Nomor 657 3);

indangtUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
lembéntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
jegara | Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
omor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Indang| Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
eraturgn  Perundanig-Undangan (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
embergn Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undanjg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Deerah  (Lembaran Negara Republik
Indongsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negard Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah |diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarg Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabuppten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun| 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); _

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembirjaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara|Republik Indonesia Nomor 3041);

Peratugan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang
Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor R91);

Peratuttan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011
lentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara
palur Kereta Api Dengan Bangunan Lain,

Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
§ Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor $07);

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor |03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman
, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan
barana |Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

Peratur Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang
‘engatyran Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang
kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lembatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
akartal Tahun 1979 Nomor 15);

‘eraturan  Daerah Nomor & Tahun 2007 tentang
Letertfi Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
(husus|Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);

leraturgn Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana
ata Ryang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi
saerah |Khusus [bukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1,
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
bukota PJakarta Nomor 30);

Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
etribligi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3,
n Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
pukota | Jakarta Nomor 31) sebagaimana diubah
engan | Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
yukota PJakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan
tas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
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Retribyisi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusgﬁaiaukota Jekarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan

Lemb Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nompr| 1018j;
Peraruran Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pengelplaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401,
an Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
fhukoth Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah

Aarl Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Perubghan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi
Daeral Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401,

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukots Jakarta Nomor 4002);

Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor

Peratiran  Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
I'ransportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
bukaty Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
eraturan  Daerah Nomor 5§ Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
paerah| Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
‘rovins] Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Vomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
(husuys| Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah
fiubah |Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
entarg Perubahan Atas Peraturan Daerah. Nomor 5 Tahun
016 tpntang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
pacrah | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lembarpn  Daerah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota
a| Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
jaerah |Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
007);
eraturgn Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang
fngaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro
pdagang Kaki Lima di Provinei Daerah Khusus Ibukota

Qg”ﬂ"ﬂﬁmﬁgﬁrﬂk}ﬁhmw»n;—ﬂm_uw_
b |
X

pkarta |(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
karta [fahun 2010 Nomor 38)

»
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Peratur: Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita
Deerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2015 Noor 71005);

P¢raturap Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang
Organisalsi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita
Daerah vinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta Tahun
2019 Nomor 62050);

Peraturah Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Panyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2920 Nomor 7100 1);
Keputusan Walikota Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan

Lokasi Spmentara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di
Wilayah Hota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021,




Menetapkan
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3. Asisten Perekonomian d
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6. Kepala Dinas Bina
7. Kepala Dinas Perhj
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MEMUTUSKAN :

: KERUTURBAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA
TENTANG PENETAPAN LOKASI SEMENTARA KIOS

IKRO/PEDAGANG KAKI LIMA PADA AREA DI

BAWAH F1Y OVER JALAN KH. ABDULLAH SYAFE'l STASIUN
TEBET DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN STASIUN
TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

walttu 2 (dua) tahun

tapkah Lokasi Sementara Kios Usaha Mikro/Pedagang
Lima [pada Area di

Bawah Fly Over Jalan KH, Abdullah

i Stagiun Tebet dalam rangka Penataan Kawasan Stasiun

Administrasi Jakarta Selatan.

nentara Kios Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima
ja dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk
sejak Keputusan ini ditetapkan
lievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekal.

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
ini, maka Surat Keputusan ini dapat diubah

sebagaimarla mestinya.

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

i DKI Jakarta
Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta
industfian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan

Marga Provinsi DKI Jakarta
tbungan Provinsi DKI Jakarta
ananfdan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomiar dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Walikota Kota Admihistrasi Jakarta Selatan

12, Sekretaris Kota Kota Admi
13. Asisten Perekonomi
14. Inspektur Pembant

Wila

istrasi Jakarta Selatan

dan| Pembangunan Sekko Kota Adm, Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan

15. Kepala Suku Dinag Perin ustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kota Ads
16. Kepala Satuan Poligi Pamo

I7. Para Camat Kota Adminig

18, Kepala Bagian Pere
19. Kepala Bagian Huk
Para Lurah Kota Ad

ministrasi Jakarta Selatan

g Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
asi Jakarta Selatan

o Kota Admihistrasi Jakarta Selatan

ministfasi Jakarta Selatan




